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ABSTRAK 

 

Pada Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai penerapan 

penelahaan pajak sebagai alat penilaian kepatuhan perpajakan. Tahun 2021 banyak 

perusahaan terkena dampak dari pandemi Covid-19. Maka dari itu pemerintah 

mengeluarkan kebijakan berupa memberikan fasilitas insentif pajak untuk wajib pajak 

dengan penghasilan tertentu. Untuk menilai kepatuhan perpajakan, dilakukannya 

penelahaan pajak terhadap pajak penghasilan yang telah terlapor dan laporan laba rugi. 

Tujuan dilakukannya penelahaan pajak ini ialah sebagai dasar evaluasi pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh PT ABC tahun pajak 2021. Penelitian ini dilakukan pada 

PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan dan 

manufaktur yang berfokus pada penjualan minuman. Penelahaan pajak ini dilakukan 

karena diduga adanya potensi pajak dan biaya yang belum dikoreksi. Hasil dari 

penelahaan ini menunjukkan bahwa PT ABC belum sepenuhnya melakukan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

timbul potensi pajak yang masih harus dibayarkan. Dari sisi kepatuhan fiskal selama 

pandemi, PT ABC telah memanfaatkan insentif pajak untuk PPh pasal 21. Insentif 

pajak berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan PMK No 82/PMK.03/2021. 

dengan diterapkannya penelahaan pajak ini, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan 

dalam perhitungan. 

Kata Kunci: Penerapan, Penelahaan pajak, Kepatuhan pajak, Insentif Pajak 
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TAX AS A TOOL FOR TAX COMPLIANCE ASSESSMENT AT 

PT.ABC 
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(Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali) 

 

ABSTRACT 

 

The Final Assignment Report contains an analysis regarding the application of 

tax review as a tool for assessing tax compliance. In 2021, many companies will be 

affected by the Covid-19 pandemic. Therefore, the government issued a policy in the 

form of providing tax incentive facilities for taxpayers with certain incomes. To assess 

tax compliance, a tax review of reported income tax and profit and loss statements is 

carried out. The purpose of this tax review is as a basis for evaluating the fulfillment 

of tax obligations by PT ABC for the 2021 tax year. This research was conducted at 

PT ABC, which is a company operating in the trading and manufacturing sector that 

focuses on selling drinks. This tax review was carried out because it was suspected 

that there were potential taxes and fees that had not been corrected. The results of this 

review indicate that PT ABC has not fully carried out its tax obligations in accordance 

with applicable laws and regulations, resulting in the potential for taxes that still have 

to be paid. In terms of fiscal compliance during the pandemic, PT ABC has utilized tax 

incentives for PPh article 21. Tax incentives are based on PMK Number 

9/PMK.03/2021 and PMK No. 82/PMK.03/2021. By implementing this tax review, it 

is hoped that errors in calculations can be minimized. 

Keywords: Implementation, Tax Review, Tax Compliance, Tax Incentives 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terebesar negara. Dilansir 

dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menteri Keuangan RI (Sri 

Mulyani,2023) mengatakan bahwa realisasi pajak sampai akhir Juli 2023 sebesar 

Rp.1.109,1 triliun atau 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8% 

secara tahunan. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan pajak sangat 

berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak penghasilan. 

Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan 

ialah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan 

jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak 

penghasilan dibagi menjadi 4 kategori yaitu, pajak penghasilan orang pibadi, 

pajak penghasilan warisan, pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan badan 

usaha tetap. Selain itu yang menjadi subjek pajak penghasilan dapat dilihat 

berdasarkan domisilinya, antara lain pajak penghasilan dalam negeri dan pajak 

penghasilan luar negeri.  

Dewasa ini, terjadi beberapa perubahan aturan terkait pajak penghasilan 

badan. Diambil dari pengertian pajak penghasilan, pajak penghasilan badan juga 

memiliki arti yang sama namun lebih merujuk kepada penghasilan yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak Badan. Pajak penghasilan badan terbagi menjadi 2 

sifat, yaitu pajak penghasilan badan final dan pajak penghasilan badan tidak final. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu menyatakan bahwa PPh badan final adalah pajak 

penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh    wajib 

pajak badan. Sedangkan PPh badan tidak final adalah pajak penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP badan berdasarkan pasal 17
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dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 

Proses pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem. Di Indonesia sendiri 

menerapkan 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu self-assesment 

system, official assessment system dan withholding assessment system. Self-

assesment system ini wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, 

mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. 

Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini 

melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Official 

assessment system ini besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak 

ditentukan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Dan dalam hal ini wajib 

pajak hanya perlu bersifat pasif. Withholding assessment system ini melibatkan 

perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak 

atau aparatur pajak. Pemungutan pajak menggunakan sistem ini, pihak ketiga 

bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagaian pendapatan wajib 

pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Adanya self-assesment system di Indonesia berpengaruh terhadap rasio tax 

compliance wajib pajak. Tax compliance merupakan tindakan yang bersifat 

procedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib 

pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku (IBFD International Tax 

Glosary). Kepatuhan pajak menjadi suatu indikator terpenting dalam hal 

penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan menjadi suatu indicator keberhasilan dalam sistem perpajakan. 

Berdasarkan data,  realisasi kepatuhan pajak tahun 2021 sebesar 84% sedangkan 

pada saat tahun 2022 hanya 80%, terlihat adanya penurunan sebanyak 4%.   

Tolak ukur yang dijadikan bahan penguji apakah wajib pajak sudah 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh, perlu dilakukannya tax 

review. Tax review atau penelaahan pajak merupakan suatu tindakan penelaahan 

terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang 

terutang dan memprediksi potensi pajak yang berlaku (Villios,2011). Tujuan dari 

tax review adalah untuk meniadakan atau mengurangi sanksi perpajakan, 

memperlancar penyusunan laporan SPT, membetulkan SPT masa dan SPT 

tahunan berdasarkan dari hasil tax review (Sumarsan, 2013:08).  
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PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang dan 

manufaktur yang memproduksi dan mendistribusikan minuman dari sari-sari 

buah. Perusahaan ini beroperasi di daerah Denpasar. PT ABC melakukan 

kewajiban perpajakannya dengan self-assessment system yaitu menghitung, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Krisis dunia yang terjadi 

beberapa tahun silam yang disebabkan oleh wabah penyakit bernama COVID-19, 

berdampak besar kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena 

faktor eksternal tersebut mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 PT ABC 

mengalami kerugian. Selanjutnya pada tahun 2022 PT ABC meraih keuntungan, 

sehingga kerugian pada tahun sebelumnya memperoleh kompensasi fiskal. Guna 

menilai tax compliance pada PT ABC, penulis akan mereview penghasilan yang 

diperoleh selama tahun 2021. Dilihat dari laporan laba rugi pada tahun 2021, 

selama kerugian yang dialami ada biaya yang semestinya tidak dibiayakan dan 

ada pajak yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut. 

Hasil dari pemaparan latar belakang di atas penulis mengangkat kasus ini 

dengan judul “Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat 

Penilaian Tax Compliance Pada PT Abc”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah terkait adalah 

bagaimana penilaian tax compliance pada PT ABC melalui penerapan tax review?  

1.3 Batasan Masalah 

Penilaian yang akan dilakukan terhadap kinerja perpajakan dan akuntansi 

pada PT ABC, mendorong penulis untuk membatasi masalah yang akan di review 

hanya pada tahun 2021. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulis mengangkat kasus ini adalah untuk menilai tax compliance 

yang dilakukan PT ABC melalui penerapan tax review. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari dilakukannya penelitian yang di adaptasi dari studi kasus PT 

ABC, antara lain: 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 
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a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh 

selama di bangku perkuliahan pada dunia industry. 

b. Menambahkan networking yang mana akan bermanfaat bagi 

mahasiswa di masa depan apabila membuka usaha sendiri atau pada 

saat bekerja.  

c. Memberi kesempatan untuk mahasiswa terjun langsung ke lapangan 

sehingga memahami permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi 

pada dunia kerja. 

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali 

a. Sebagai sarana terjalinnya hubungan kerja sama antara Politeknik 

Negeri Bali dan dunia industry terkait. 

b. Sebagai sarana pengembangan program Politeknik Negeri Bali melalui 

sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, dan teaching factory. 

c. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas lulusannya. 

1.4.3 Bagi instansi 

a. Sebagai sarana evaluasi guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

b. Sebagai tolak ukur untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik. 

c. Mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 



 
 

31 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kepatuhan 

perpajakan atas realisasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan PT 

ABC untuk menghitung besaran pajak terutang diantaraya pajak penghasilan pasal 

21, 23, dan 4 ayat 2 dalam tahun pajak 2021. Kesimpulan secara keseluruhan dari 

penelitian ini adalah PT ABC belum memenuhi kewajiban perpajakannya 100% , 

karena ditemukannya potensi pajak terutang yang belum disetorkan dan 

dilaporkan. Berdasarkan tax review yang dilakukan atas PPh pasal 21, 23, dan 4 

ayat 2 terkait hasil rekonsiliasi terdapat ketidakselarasan antara SPT terlapor 

dengan estimasi potensi setelah dilakukan review sehingga menimbulkan pajak 

terutang atas PPh pasal 23 yang masih harus diayarkan. Pada PPh pasal 21 dan 4 

ayat 2 tidak terdapat adanya potensi pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan 

tax review yang dilakukan atas PPh pasal 21, 23, dan 4 ayat 2 PT ABC telah 

menerapkan kebijakan fiskal dimasa pandemi sehingga dalam tahun pajak 2021, 

PT ABC mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21. Berdasarkan tax review yang 

dilakukan atas PPh pasal 21, 23, dan 4 ayat 2 belum sepenuhnya patuh dalam 

melakukan kewajiban perpajakan dilihat dari aspek ketepatan dalam menyetorkan 

dan melapor pajak sehingga menimbulkan sanksi administratif. Berdasarkan 

review terhadap laporan laba rugi PT ABC periode 2021, dinilai bahwa belum 

melakukan koreksi fiskal dengan benar. Hal ini disebabkan oleh biaya yang 

seharusnya dikoreksi namun tidak dilakukannya koreksi fiskal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil review pajak penghasilan dan laporan laba rugi, adapun 

beberapa hal yang bisa menjadi saran untuk dipertimbangkan kedepannya oleh 

perusahaan adalah dalam merealisasikan kewajiban perpajakannya, sebaiknya 

wajib pajak menerapkan tax review secara teratur maupun berkala. Sehingga dapat 

menjadi salah satu upaya bagi wajib pajak untuk terhindar dari sanksi 

administratif serta menghindari penyebab dilakukannya pemeriksaan oleh 
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ototritas pajak. Hasil dari laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam melakukan perbaikan tekait aspek perpajakan sehingga wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kesalahan perhitungan yang terjadi pada aspek perpajakan dan akuntansi ini yang 

menyebabkan tidak memotong objek pajak dan kesalahan pencatatan transaksi 

perusahan, bisa dijadikan acuan untuk menyusun laporan dan rekonsiliasi yang 

lebih akurat. Serta sebagai pihak yang memotong PPh pasal 23 atas transaksi yang 

dilakukan, seharusnya lebih teliti dalam melakukan rekonsiliasi agar tidak timbul 

potensi pajak terutang kedepannya.
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Foto PKL  
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Lampiran 2 Laporan Laba Rugi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

 

Lampiran 3 Laporan Neraca  

 

 

Lampiran 4 Rekonsiliasi PPh 21  
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Lampiran 5 Penerima Insentif PPh 21  

MASA 

PAJAK 

NAMA 

PEGAWAI 

PENGHASILAN 

BRUTO 

PPh PASAL 

21 

Januari - - - 

Febrruari - - - 

Maret - - - 

April - - - 

Mei Tuan X         10,427,000       215,100  

Juni Tuan X         10,700,000       228,750  

Juli Tuan X         10,000,000       193,750  

Agustus Tuan X         10,880,000       237,750  

September Tuan X         11,050,000       246,250  

Oktober Tuan X         11,050,000       246,250  

November Tuan X         12,488,000       537,783  

  Nona Y           5,748,000         54,660  

Desember Tuan X         16,500,000       103,217  

  Nona Y           7,607,500  -      54,660  

TOTAL         106,450,500    2,008,850  

        

 

 

 

Lampiran 6 Aktiva Tetap  

 

 

 

 



39 
 

 
 

Lampiran 7 Lembar Bimbingan  
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